MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

Para Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/517/2023
TENTANG
PENERBITAN IZIN PRAKTIK TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka peningkatan pengelolaan dan peningkatan kualitas
pelayanan publik secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman, dan aman di
bidang perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, serta pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal
Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu diselenggarakan pelayanan publik
mengenai perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan secara terpadu dan
terintegrasi.

Surat Edaran ini dimaksudkan memberikan kemudahan bagi
penyelenggaraan perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sekaligus
menjadi acuan bagi Bupati/Wali Kota dalam menerbitkan surat izin praktik bagi

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 6325);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5542);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal
Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
222);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V /2011 tentang
Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja
Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1137);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 /Menkes/Per/X/2011 tentang
Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Teknisi Kardiovaskuler (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 896);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 867);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Elektromedis (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 979);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Optikal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 152);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Penata Anastesi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 719);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 889);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 954);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1493);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 943);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1024);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 493);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
Mal Pelayanan Publik (Berita Begara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1573);

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Bupati/Wali Kota

dalam hal penerbitan izin praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai

berikut:

1.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara aktif ikut serta dalam upaya
pemerataan dan pemenuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan
mempermudah proses penerbitan izin praktik bagi Tenaga Medis dan

Tenaga Kesehatan melalui mal pelayanan publik.
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Penerbitan izin praktik bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan dengan
memanfaatkan teknologi informasi yang saling terintegrasi antara sistem
informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan milik Kementerian
Kesehatan.

Penerbitan izin praktik bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan setelah memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Integrasi data dan penerbitan izin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keamanan informasi dan data

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Para Gubernur di seluruh Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

NIP 197802122003122003
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